bernegara. - Temyata tidak: demikian - yang

terjadi karena masih terdapat beberapa negara

vang belum melakukan ratifikasi terbadap
deklarasi tersebut termasuk negara BL. . .

kan hak asasi di'negaranya mengingat; ©

HAM agar tercapai kesejahteraan negara
termasuk warga negaranya.

Kedua, perkembangan materi HAM selaiu '
berbeda di berbaga: negara walaupun berasal :
dayi: penerapan teori “hukum* alam,” dalam -

kerangka hubungan berbangsa dan bernegara
Kettga

pengaruh * wakuw, tempat dan sistem npilai
sosial budaya yang berbeda dan” mengingat
pula bahwa pada masalah ini adalah individu
dan “lingkungan - keluarga ~serta™ lmgkungan
fi sxknya sebagau titik sentral '

Tlpe dan bentuk negara yang berbeda—

Hak asasi manusia yang bersifat: umversai 5'
' oieh PBB telah dideklarasikan pada tanggal 10 -
Desember 1948, Iogikanya seluruh “negara
anggota: PBB: ‘segéra: meratifikasinya menjadi
. undang-undang * nasional.dan ‘berlaku: serta
diterapkan - dalam ; keh:dupan betbangsa dan

| tetap *“konsisten,”
perbedaan~perbedaan telah di- -
tenma secara umum karena kesadaran akan -

h apablla hanya menggunakan tolok_ ukur yang
_bedaku di wrlayah atau di nega'_ o

. Suatu hal . yang patut diSYUkUH bahwa
zmsyarakat Intemasxonal -alay . organ-organ
PBB dan Komnas HAM konsxsten pada tujuan
pembemukannya untuk menmgkatkan harkat
dan martabat manusia, dengan mengorbankan
waktu dan materi - -yang. tidak -sedikit, dalam
rangka mencari dan menemukan . persoalan-
persoalan yang dxhadapn negara -negara_ang-

_ | gota PBB khususnya Indonesia yang berkaitan
= Negara -anggota PBB yang belum ‘melaku-
kan ‘ratifikasi; sbukan berarti. tidak :melaksana: |
! pemermtah (S:pﬂ) dan ABRi

Peﬂam tujuan ‘pembentukan negara dan |
penyusunan ‘perangkat-perangkat ‘négaranya
ditujukan untuk melindungi dan melaksanakan

dengan rataﬁkas: mstrumen pendukung, .dan
penerapannya dengan uuk bergt_ pada aparat

- Di lain. sisi patut - dlsayangkan masnh ter-
dapat kecenderungan beberapa negara maju
yang menjadikan HAM  sebagai  alat -politik
terhadap negara-negara-berkembang sehingga
terjadi deviasi-pelaksanaan metode- ketjasama
yang telah dtganskan masyamkat Intemasmnai
itu sendiri. =

Pemxklran ABRI tenrang HAM Umversal
“vaitu memandang HAM
Universal dengan kacamata Pancasila sebagai
falsafab ‘megara, UUD’ 1945 ‘dan " Peraturan
Perundang-undangan yang beriaku sebaga1
dasar bertindak. - -

"ABRI sebagal perangkat negara “dalam
melaksanakan “tugas  dan ¢ fungsx~ﬁ1ngsmya
selalu bbrp»doman pada 3 bentuk aturan
dalam pencapaian tugas pokoknva yaiw

peda yang ™ mengaxibaikan -

antara warga ' negara ' dengan  perangkat:
pesangkat - negara - memperoleh  kegulitan

“pengamatan
penerapan “HAM daiam proses  hubungan -

hukum, doktrin dan sistem nilai TNI. Dalam
ketiga - bentuk aturan “tersebut “selalu ter-
kandung unsur perimdungan dan penyeleng—
garaaﬂ HAM B

29




.' '-ter;admya ‘pelanpgaran “hukum-dan —~me-"-
..mmbulkan korban-korban yang tidak pertu.

_laksanakan ABRI. memang - ter]ada beberap

Pada operasu—operasn yang: pe
kasus keaalahan prosedur vang berakibat

‘pelaksanaan tugas dalam konteks tu

dan pelaksanaan serta perlindu

. Hal ‘ini ‘terjadi  semata-mata -terletak--pada- 12, K

oknurn dan tanpa -menutup kemungkinan

' _kelemahan pada - instrumen-instrumen . pen-

B telah mengambnl langkah langkah posmf ‘baik
_:berupa ‘penindakan- secara - hukum terhadap -
para laku maupun tindakan pembenahan ke :
: penyuiuhan ;
hukum kepada seiuruh anggota .dari_ satuan
clibatan perwira-perwira hukum dalam -
opemsx—opera& ‘militer,”dan pembenahan kuri- -
kulum di b:dang ‘hukum antara lam mengenai -

Wﬂ«wﬁmﬁm

put sebagal ‘bahan pelajaran “dan

CIupa penmgkatan

ABRI

HAM: dan ‘Hukum Humaniter, pada " setiap

kuahtas profesmnaltsme ABRL "

Makaiah ini. dimaksudican untuk memberl _
gambaran teniang perkembangan pemxklran :
ABRI' tentang HAM dan aspek—aspek penerap- -

annya dalam peiaksanaan tugas ‘dan fungsi-

fungsinya, khususn a dalam kerangka si -
gsiny2, e ngka operasi yang dijadikan - sebagai -tolok ukur;‘dengan

keamanan dalam negeri menghadapa setiap

bentuk ancaman, ‘tantangan, hambatan dan
gangguan:-yang: “‘mungkin - terjadi “terhadap

persatuan = dan- kesatuan, kedaulatan dan
keutuhan wilayah Rl serta terhadap hasil dan
pelaksanaan-pembangunan nasional. Selanjut-
nya-untuk dapat-dijadikan bahan diskusi dan
pemikiran guna menemukan persoalan-per-

soalan -dan. bambatan-hambatan penyeleng-

garaan dan perlindungan HAM yang mungkin
terdapat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

ABRI dalam operasi keamanan dalam negeri
: perangkatwperangkat

dan untuk menemukan cara pemecahanaya.
Ruang lingkup makalah - ini - meliputi
maszlah hukum yang mengandung .aspek-
aspek HAM yang berkaitan dan berpengaruh
terhadap pelaksanaan tugas dan fungs: ABRI,
khususnya dalam pelaksanaan operasi ke-

ihak ABRI. telah. men;adxkan kasus:. .| .

Ketatanegaraan RE
a. Umum

“'‘Persépsi dan Interpretasi berbagaz
an, baik dari dalam maupun dari lua
mengenai - kedudukan dan perana

anggota ABRL. (Aktlf maupun PumawuﬁWan)
di -berbagai . lembaga ‘di - luar “ABRI: sebagai

tingkat " perididikan’ ABRI guna penmgkatan | sedang - berkembang  digambarkan * sebagai

kesewenangan atau‘sesuatu yang bertentangan
dengan penyelenggaraan dan pedmdungan
terhadap HAM: :

Kecenderungan tersebut “di atas” ter;ad:
akibat adanya perbedaan yang prinsipil:antara
sistem obyek yang diamati dengan sistem nilai

cara ini wajar apabila terjadi. kekeliruan: per-
sepsi .dan -penilaian terbadap ABRI. .baik
mengenai - kedudukan -peranan . dan dalam
pelaksanaan tugasnya -

b. Kedudukan

Pen’ama tmjauan fi Ioscy’i :
Pada_wakiu pembentukan negara RI para
pembemuk nepgara telah menggunakan: Panca-
sila sebagai filsafat negara. dalam . rangka
mencari dan menemukan bentuk dan_ susunan
negara  yang te_r.b.mk
untuk bangsa Indonesia. :
Pembentukan .Angkatan Bersenjata me-
rupakan pelaksanaan tugas yang pertama dan
utama walaupun perwujudannya didorong dan
diberi warna oleh sejarah per;uangan bangsa

Sedangkan pendei\.atan da am, penyusunan
makalah ini menggunakan pendekatan Yuridis
dan Sosiologis guna dapat lebih memudahkan
pemahaman terhadap apa dan bagalmana
ABRI dalam sistern ketatanegaraan RI, dan
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: r:iﬁWﬁﬁ?ﬁWﬁﬁﬁﬁ%ﬁ%em
nilai .yang integralistik -dimana terdapat. per-
satuan pusti dan kaula yang melahirkan. asas
persatuan dan kesatuan dan melabirkan asas
kemanungpalan Angkatan Bersenjata dengan
rakyat. Dalam keadasn vang demikian, se-



b&namya hubungan antara perangkat negara

dengan warga negara tidaklah memerlukan
;amma jamman “guna mencegah teqadmya

d:ﬁengéruh 'oleh ‘sistein - mla: dan prinsip-

'prirlslp_tersebut dl atas serta d:pengaruh: oleh___

1Im_u ata Negara membentuk negara Repubhk
Indones:a dengan 1ipe negara modem yang
berdasazkan atas hukum). Fre

Dl a:as telah ‘diungkapkan tugas- negara
yang pertama dan “utama ‘adalah” menjamin
eksistensi negara*‘dengan ‘membentuk Ang-
katan: Bersenjata hal“ini rnencermmkan bahwa
kedudukan: ‘Angkatan’*. Bersenjata- térsebut
adalah .melekat ‘kepada’ negara-dan tidak
melekat pada ‘golongan ‘atau-kekuasaan' ter-
tentu. .. \ o _

Be:beda dengan negara-negara Eropa
Kontinental ; ataupun “Anglo.- Saxon, - filsafat
negaranya adalah liberal dengan- konstruksi-
konstruksi kekuasaan dijadikan . dasar; dalam
penataan dan penyelenggaraan negara.

Dalam  konstruksi -seperti “ini Angkatan
Bersenjata menjadi alat kekuasaan atau alat
politik _ sehingga kedudukan penguasa . dan
Angkaian Bezsen;ata d:hadapkan atau ber—
hadapan dengan ralcyat

Slstem nilai . int:. adalah merupakan kns—
tal_x_s_as;__ pengalaman masyarakat. Eropa . dalam
hubungan : berbangsa - dan . bernegara yang
sangai - diwarnai. trauma-trauma = tiranii .- dan
absolutisme yang dilakukan penguasa dengan
perangkainya. untuk menindas rakyat atau
untuk - mempertahankan - kekuasaannya se-
belum masa renaisance. -

“-Ironisnya - dalam “menilai dan pengamati

negara, serta oleh negara—negara ma]u di
Eropa dan Anglo Saxon.- : B

¢ Seyogianya ddlam: memlal keiatanegaraan
Ind_onesaa .adalah- lebih ‘Togis apabila* dinilai.
dengan:sistem nilai yang dianut ‘dalam pem-
bentukan: dan penyusunannya bukan dengan 3
sistem. mim Yang Iam B

Kedua perundang~uﬂdangan SR
*Berdasarkan " filsafa; Pancasﬁa dengan;‘-'_.

di- konsuuks: Hukum Tata: Negara tersebut di atas

Angkatan Bersenjata berada ° pacia kemngka
Presiden sebagai 'Kepala ‘Negara sebagaimana
diater-pada pasal 10 UUD 1945, dan bukan di
dalam - kerangka Pres:den sebaga: Kepa[a
Pemerintahan. :

Kedudukan tersebut kembali ditegaska'n
pada ‘pasal 27 (1) ‘UU No. 20 tahun 1982
tentang Ketentuan-ketentuan - Pokok
Pertahanan . Keamanan Negara .-RI . bahwa
%...ABRI. adalah  alat - negara..” . dengan
kapasitas: sebagai kekuatan- Hankamneg -dan
sebagai kekuatan sosial sesuai. dengan pasal
26 UU No. 20 tahun 1982, - :

“‘Berdasarkan “kedudukan - tersebut malca
lingkup tanggung ‘jawab ABRI adalah mehputl
unsur-unsur negara - yaitu Walayah raky‘at,
pemerintahan dan kedaulatan. :

Presiden sebagai Kepala Negam me-
megang kekuasaan “tettinggi ABRI dan Pre-
siden” sebaga: Kepala Pemermtahan berada
dalam kerangka kekuasaan pemermtahan
negara, - 'secara sepmtas menggambarkan
seakan-akan kedudukan ABRI berada pada
bidang " eksekutif yang memben kedudukan
sebagai alal pemerintah atau sebagal alat
politik, tetapi baik dalam pengerian yuridis
maupun secara-teknis dalam nmplementasmya
adalah terpisah. e

_ Dengan dem:kxan maka kehadzmn ABRI
pada lmgkup 4 unsur negara bukanlah sesuatu
hambatan atau intervensi terhadap kekuasaan

peﬂmdungan HAM di Indonesia -sistem “nilai
inilah ~yang-: dijadikan sebagai tolok:: ukur,
sehingga terjadi kekeliruan dalam persepsi dan
kesalahdn - dalamy - penilaian oleh oknum dan
golongan  tertentu .'di ~Indonesia yang. tidak
menginginkan  Pancasila menjadi - filsafat

sipil ataupun  sebagai hambatan tethadap
demokrasi dan penyelenggaraan HAM seperti
yang sering diisukan pihak-pihak yang tidak
menginginkan sistem Pancasila atau pihak-
pihak “yang belum  paham - tentang -sistem
ketatanegaraan Indonesia, '
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Ly Peranan

Pada baglan sebelumnya

undangan dan: lmgkup bxdang yang menjada__

' tgngung;awabhya;_; Kedudt_z_kan Eersebut mem-

. dnrumuskan dl dalam petundang—undangan_..
'ygng:ber!aku dalam bentuk_rwgas dan fungsi-._

. Pertama, _:.;ABRI sebagaa alat negara b,.r—
fungsx sebagai kekuatan 'Hankam dan sebagai
kekuatan sosial (pasal 27 (D) jo. pasal 26 UU
No 20thun 1982,

Kedua -ABRI sebagal kekuatan Hankam
mempunyai tugas dan fungsi-fungsi:
1) Kestapsiagaan 'dan ketanggapsegetaan me-
¢ faksanakan fungsi ‘selaku penindak ‘dan
:.-'Z.penyanggah ‘awal terhadap -ancaman dari
= luaes maupun- dari ‘dalam negen (pasa[ 12
UU No. 20 tahun 1982).
--i-Pernyataan . ini ;. mengandung arti - bahwa

- pelaksanaan tugas dan.fungsi ABRI dilak-

.- sanakan sebelum maupun setelah -ancaman

tesadi - atau  dilaksanakan pada -wakiu
negara dalam keadaan damai - ataupun
.___Jadn unsur-unsur ABRI _sesuai dengan

_fungsi-fungsinya_akan hadir dalam setiap

. kondisi _sosial untuk membana agar suatu
:fenomena tidak . berkembang . menjadi
_ ancaman. Pelaksanaannya sesuai dengan
. doktrin atau cara yang dimiliki ABRI untuk
.'_mencapm tugas-lugasnya, .. :
2) . Memelihara .dan. menmglcatkan kemam-
puan komponen kekuatan - pertahanan
. keamanan negara hinnya yang meliputi

 kemampuan dan kekuatan di darat, lau,

' udara serta penemban dan penyelamatan

1982} 2 :
Sama halnya ‘seperii tugas dan fungsi pada
‘bidang kesiapsiagaan - dan  ketanggap-
segeraan tersebut di- atss, kegiatan pe-
_meliharaan dan -peningkatan kemampuan
tethadap komponen di luvar unsur ABRI
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zeléh' “ielas

-._-_:_d:laksanakan pada wakiu dama: “-dan

'kekuatan pertahanan iamnya, me em-
“bangkan -potensi matra * darat, dan
“udara menjadi-
“keamanan (pasal 30 UU No 20, tahun

£

;)

: seluruh warga negara SR
-Kehadiran unsur “angkatan- daiam b:dang
penegakan hukum adalgh dalam rancka
~bantuan kepada Polri dalam pelsksanaan

.--.,_wajiban_nya -dalam kerangka penyeleng-

Hankamneg lainnya dxhhat dari 'sudﬁt ke

“kekuatan:- pertahanan

1982).

~Unsur. ABRIakan- me!aksanakan tugas
;pengembangan terhadap - potensi-potensi
nasional secara . dini, -beranjut dan Dber-
- kesinambungan - walaupun penguasaan
pemilikan . dan ;- pengaturannya-. mungkin

pada warga negara secara individu, badan-

-badan swasta ataupun pemerintah. :

Khusus  untuk Kepohslan Negafa R
bertugas sebagai:

“Penegak’ hukum dibant” oleh segenap

komponen 'Hankamneg lainnya: ° =
Pengayoman dengan memberi- perimdung«
an pelayanan ‘masyarakat ‘guna’ tegaknya
peraturan perundang-undangan, i
Membimbing masyarakat. -

Dari ketentuan Perundang—undangan ter~
sebut ‘di atas jelas menunjukkan bahwa
ABRI dengan unsur-unsurnya pada ‘wakiu
‘damai dan"darurat nielakukan tugas-tugas
pada komponen " pertahanan ‘negara lain-
nya yang dimiliki dan dikuasai baik ‘per-
seorangannya ‘badan swasta ataupun oleh
pemerintah. Kehadiran' tersebut * bukanlah
suatu intervensi atau kesewenangan' tetapi
kehendak undang-undang ‘sebagai ‘pen-
;abaran sistemn  nilai- bahwa pertahanan

lugasnya dan- pengerahannya hanya atas
permintaan, : i



dak. dumhkl oleh negara—
"hmg_ga dimla: agak aneh dan

n pemenntahan deﬁgan pem—
':dang pengembangan kehxdup-

Jadi

kehadtran ABRI dalam

45 dalam rangkémengm kemerdekaan. .

Kehadaran stersebut ; bukan cfalam rangka
dommas: atau  kekuasaan tetapi - sebagai

stabilisator dan dinamisator terhadap kekuatan -
sosial lainnya.-yang. terdapat dt lembagai

tersebut.

Sebagai stabilisator dnlu;ukan umuk mam-
pu menyelaraskan perbedaag- -perbedaan atau

ponen laannya ke arah tujuan lembaga

Apakah dengan berada d1 belakang, {engah.
atau  di depan bergan[ung keadaan dan_

kesepakatan antara komponen o

_ tar "ko_mponen dan sebaga: dina- |
m:sato ditujukan untuk mampu menggemk
kan, atau mendorong atau menggugah kom-

rumusan -dokirin: pelaksanaan - yajtu...dokirin
Hankamneg -dan:, :Doktrin: Catur -Dharma . Eka
Karma dengan. penerapan sistemn: Pertahanan _
Rakyat Semesta, s : : 3

“Doktrin- dokmn tersebut d:jadlkan dasar
untuk penentuan hakekat ancaman; tantatigan;
hambatan - dan :gangguan - berdasarkan . ling-
kungan nas:onal dan lingkungan strategis.yang

sedang ‘dan - akan. berkembang, -perumusan.”
_'..Grand Stra{egy, pengorganisasian sumber daya -

nasional - dan: ‘sumber - dayz -'--'Angkatan Ber-
sen]ata serta: pemmusan taktik- dan - strategi
pelaksanaan tupas: Angkatan Bersenjata sesuai
depgan.-apa yang telah. dirumuskan  per-
undang-undangan nasional yang berlaku. ...,
+Dokirin-dokirin tersebut di -atas. menganut
dua-pola operasi pelaksanaan tugas ‘yaitu pola
operasi-pertahanan (Ops' Han) yang ditujukan
terhadap ancaman dari ‘luar-negeri -dan’pola
operasi: keamanan .dalam -negeri (Ops. Kam-
daged): ditujukan. untuk; menghadap; ancaman

1 daridalam: negeﬂ
lembaga— :
{ atasbahwa “upaya ’pertahanan - keamanan

| negara dilaksanakan pada wakiu negara ‘dalam
untuk memngkatkan kemhanan nas:onai d1

bldang._pol k berdasarkan Pancasila dan I_}UD :

“T'Seébagaimana -diutarakan: dalam bunr 7 d1

keadaan :damai. dan - dalam, keadaan . darurat
sehingga. pelaksanaan. operasi -keamanan
dalam -negeri..dilaksanakan. dalam .5 bentuk
kegiatan yaitu. -pembinaan. teritorial, . .operasi
intelijen, operasi: teritorial; operasi: tempur dan
operasi keamanan ketertiban, masyaeakat. . .

Pertama, pembinaan teritorial -“ditakukan

1 oleh -unsur teritorial . ABRL -vang.. terdiri - dari

Angkatan Darat, .- Laut” dan - Udara: berupa

kegiatan; pemeliharaan .dan peningkatan: po-

tensi: pada matra - masing-masing ‘untuk .dapat
menjadi. ruang, alat, dan kondisi. juang, . agar
pada -waktunya selalu. siap. untuk -dilibatkan

dalam penyelenggaraan: pg_r_tahgnan.-kear_mnan
negara... Kegiatan . tersebut - dilakukan. - secara

dini (pada waktu. .damai) . secara. berencana,
berlanjut dan berkesinambungan. Konsekuen-

i 1 sinya bahwa unsur ABRI pada bidang teritorial

_u Cara mcn meraamsrﬁe peta.&anaan mgas-

 dan fungsifun ngsi i ABRI

Penyeienggaraan _ pertahénah keamanan
n_egara berpedoman kepada.dokirin wawasan

nusaptara-dan.ketahanan nasional. Doktrin -ini 5
berfungsi sebagai - dokrin - dasar dalam: pe-

aKan’ selzlu rampﬁ pacIa sctiap aspek kondist
: _5051al ba:k pada mi)ap perencanaan maupun

pelaksafzaan pembangunan e
- Redua, operasi teritorial, dslaksanakan oieh

.unsur ABRI - di -bidang- teritorial. atau satuan-

saluan kewilayahan untuk. mengatasi. - atau
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.m'eri'ahgg'izi'ah' iz gangguani-'terhadap kond:m_

kondzs: sos':al déngan segala kemampuan
tehnik militet: di b1dang intelijen yang dimiliki,
oleh _kzrenanya aparat . mtelqen -selalu--hadis

kehxdupani'm'a'sfa;;kat

Keempat “operasi: tempur,
untuk ‘menanggulangi - kekuatan bersen;ata
yang dilakukan kelompok masyarakat yang
menentang pemerintah . yang sah- atau  untuk
mengganggu keamanan di: daerah iertentu di
w:layahRI B I N e

< Kelinia; opera& keamanan dan ketemban
masyarakat, menjadi tugas: pokok kepolisian

berupa pembinaan masyarakat danpenegakan -

ketettiban® niasyarakat. Kegiatan -ini ditujukan | sifat ‘teknis takus yang mengdcat bagl unsur-

§ unsur ABRI

sanakan’ ‘dan’ ketertiban - masyarakaz dapaltE Froad bl -
NEPS 3. Persepsi ABR! tentang Hak Asasi

“:Salah " 'satu" hal -yang- penung -diketahui S
a. Umum
tidak ‘disusun ‘berdasarkan ‘penugasan unstie | -

agar™ “kefentuan ‘perundang- undangan - dilak-
beriangsung dengan baik.:-
masya:akat ‘adalah’bahwa’ Angkatan Bersenjata

Angkatan “dan Polri=(Setvice " type); : tetapi

tetjadi’ sahng memperkuat dan salmg me-
nunp.ng Lo

opemsa
sehingga batas-batasnya men;adl kabur :etap1
guna mencegah kekaburan tersebut  di-
taksanakan - dengan pola- titik~ berat 'sehingga
peranan - setiap- opera51 terhadap operam
iainnya menjadi jelas v

S a:as maka dalam  suat keadaa' : sangat

5 nasional

Daiam poEa pelaksanaan sepertl tersebu_t di

teniang doktrm pe;tahanan kearhan 2
' Pasal-pasai perundang—undangan

Manusia

Pada era pasca perang dmgt ‘persamgan

AlgRAls F QLR ITRE PR, ; Bara[ dan T:mur serta’ masalah penmbangan
disusun berdasarkan - tugas: (miission * iype).
Dengan ?susiman_ seperti ini maka apabila salah
satu ‘operasi sedang  berlangsung “maka akan | gan lembaga-lembaga _ internasional , dalam
diperkuat oleh operasi ‘yang lamnya sehingga .

kekuatan dalam hubungan anfar negara men-
jadi reda.” peranan masyarakat ‘internasional

_rangka ‘menuju tujuan’ masyamkat “inter-
yaitu untuk menghmcian umat
manusia  dari kemusnahan dan " dari - pen-
e ang tidak perlu akibal perang, dan

meningkatkan harkat hsdup sertd martabat

manusia yang menjadi tugas dan’ tanggung
jawab ' ‘negira ‘anggota - masyarakat’” inter-
‘nasional, ‘sehingga “titik “sentral” isu beralih
kepada’ masalah hak “asasi” manusia, demo—
kratisasi dan lingkungan hidup-



bx;aksanaan nasional kedalam 1 maupun keluar,

Masyarakat intemasional . dalam rangka
menwpal tu;uannya mengalami, persoalan di

erapannya. di [negara- negara anggotd
. aIaupLin hal tersebut adalah tugas dan
tangg_ng jawab anggota Yyang, ci:rumuskan
pada_pembukain Piagam PBB dan Pem-
bukaan Deklarasi Umversai_::_ Hak Asas:
Manusia. ;

] Pada sssx lam masah terdapat persoalan
anta:a masya:akat mtemasmna{ dengan negara
tertentu. mengenai persepsi tentang isi HAM itu
send;ﬂ .akibat, terbatasnya pemahaman masya-
rakal, mtemasmnal ltentang sistem nilai. yang
ber.kattan dengan harka£ dan marzabat B
nusia, sezta keterbatasan pemahaman fentang
sxstem ketatanegaraan yang. berlaku. d: Suatu
negara atau wdayah tertentu,. ;

Perkem .f__ngan tersebut dswamal oleh per« :
i ; G ber. 1948

ah '-.nu “akan. dapat mencapai. dan..
: kemdupan yang lebih baik bagi dirinya

: _ ) dapat :
dssebut j_bahwa kepedullan tersebut b fuagsx -

pemmbaagan nasaonal da!am perﬁmusan ké- :

dan instrumen pendukungnya _

umversal Hak A_sass PBB tangggal 10:Desem-

Permma dd:hat dan sudut dasar pemzku-u

._'__an ‘HAM. - timbul-dari - - pemikiran .’ tentang
M1y hakekat - ‘manusia dalam kaitannya . dengan
- 1 negara yang didasarkan dengap faham liberal
i} atau. bl m_=alam ¥ g-berkembang pada

5 d

f sehmgga harus. dsper]akukzn sebagaf ran_end
m ham self”.

Kedua dmnjau dari sudu: perkembangan
D alan
'hubungan manus:a dengan ‘negara dimulai
__dari Perancis tetapi dalam perkembang-
" “annya justry di inggns tahua 1688 mulai
" melembaga  ‘dalam ‘benwk Hak Asasi

* berintikan® Liberty, tife, property, dan’ resis-
¥ ‘tance’ ‘against” oppression di’ dalam’ The
“British Bill ‘Of Riglits. Pada tahun 1776 di
- Amerika Serikat berintikan Libéity; Life dan
‘i pursuit of:happiness . 'di * dalam’ “The
- American Bill of Rights :dan ‘pada tahun
= =1789 di -:Perancis - »berintikan - ‘Liberty,
. isecurity, dan:property di:dalam. deklarasi
.. Hak: Asasi Manusaa dan-Hak: Warga Negara

Perancis. -

Dari ma{en ini d| e—3 negara berbeda—
beda walaupun sama-san a‘ mengedepan-
kan kebebasan mdmdu

2 _Krtstalxsas: dan perkembangan Hak Asasn
~Manusia ada!ah hasﬂ proses sejarah dan
'perkembangan nilai yang dianut . .bangsa
" dan negara yang bersangkuian. Di Inggris
*“adalah™ hasil perjuangan land lord “dan
" rakyat terhadap raja, “di Amenka adalah
hasil - per;uangan rakyat ‘dan permkzr
" Amerika " dalam s&atus koloni terhadap
penguasaan pemermtah Inggris, ‘dan di

Terdiri dari 4 bidang kehidupan yaitu HAM
di_bidang politik dan hak-hak sipil, di bidang
ekonomi,.. sosial . budaya dan hak -untuk
memperoleh kesempa[an pembangunan yang
dijabarkan ke dalam. 30. pasal pada deklarasi

: __u.muua auamu ndau pcx;uangan JgTdiyal
Perancis terhadap pemerintah . atay

) "penguasa yang. dimulai dengan. revoltzSi
mduslr; 0

-Perkembangannya dapengaruhz oleh pe-
mikiran pada masa perkembangan’ teori

3
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negara modem yang mengedepankan hak .
‘asasi manusia, demokrasi dan ‘negara |
.=.;:.hukum seh:ngga per}cembangan hak Asasi |

9

di dalam konstitusi men;adl ‘suatu “mode

Inggns,

dﬂﬁ “egara Peranc;s yang terdm dan 17
adi bagzan “dari konst:tusn

: ""Peranas'pada tahiun 1946 dan tahun 1958

Dengan kejadian Perang Dunia 1. dan 1,
N masyamkat inte nasnonal menyadan aklbat -
'__i__'fpe_mng terhadap magxussa harta benda dan

usia yan_g menimbulkan

. lide méngangkat hak asasi manusia, tersebut
~di samping. kemanusiaan men]adt sistem
_nilai dalam  hubungan antar .negara se-
. hingga hak asasi tersebut. menjadi- milik
_:masyarakat -intemnasional;s yang kemudian
. dilengkapi dengan. The four freedoms dari
. ~Amerika, bak asasi terhadap-ckonomi;dan
. .sosial : budaya .dari’ Rusiai dan- hak . asasi
.- terhadap : pembangunan “dari ‘negdra’ ber-

s kembang :yang ¢

‘kemudian: dirumuskan

2 'menjadi 30 ‘pasal dan dituangkan di dalam

DeklaraSI Unwersai Hak A5351 Manusxa

"_Setelah DeklaraSL Umversal Hak Asas:
Marnisia :anggal 10 Desember 1948 tet-

nyaia terdapat kecenderungan terbenluk-

'_"_';___nya Iembaga lembaga hak. asa51 manusna
_ “yang bErSifa[ kewniayaban yang mengatur
tingkah-laku dalam hubungan antar negara

“di wxiayah terientu.

Lembaga lembaga

:.'tersebut antara lam The Ameracan Human
s R:ghts untuk negam negara di waiayah

_:_benua Amenka dan. The European Human
Rights un;_uk wilayah Eropa. ... . -

The Bntlsh Bsﬁ of Raghts ‘merupakan |
an - “darikon: “The | -
'-'?'-'__"3Amencan Bill of Rtghts rnerupakan bagian | kan't

“dari_konstitusi. Inggris, The ‘American Bill
soof R:gh{s men;ad: ‘Amendment-1-X" pada :

_ menghendak:

: i;hak asasi mantisia.
"~ Dari uranan tersebut di atas dapat

.'penerapan 2 e 1A €
| sama

1smya,

Kedua wataupun teon negar -
bahwa hak  asasi
ditempatkan d: daiam konst:tus: ne

mthk nasaonal kepada m:l:k um
kembah kepada kewaiayahan dan

setempat ‘serta sastem pulm: yang il
dalam hubungan yang m;menntah de gan
yang diperintah.” :

Wujud hak asasi manusia berm
konsepsx nas:onai yang terdapat di
Undaﬂg—Undang Dasar ataupun Pe
undangan ' Nasional -~ yang berlaku
penegakannya  bergantung pada sxstem pe-
negakan - hukum nasxonal yang ‘berlaku.
Penegakan hak asasi ‘manusia merupakan
kedaulatin niegara,” berbeda dengan penegak—
an Hukum Humaniter Intemasional yang me-
nyangkut konsepsi universal dilihat dari wijian
masyarakat internasional terikat di dalam tugas
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* Walaupun - Deklarasi’ Universal Hak Asasi
'_'Manusla

telah diténdéiangarii " negara-
negara Anggota PBB, tetapi masih [erdapat
permasaiahan penerapannya antara lain:

«:Belum semua negara anggota PBB me-

lakukan ratifikasi.

dan tanggungjawab negara sebagaa anggoia
masyarakat internasional. &

" Jadi walaapun hak asasi 'manusia 'berv
sumber dari pandangan Ierhadap manussa atau
kemanusiaan  (HUMANITY)  atau ' peri-
kemanusiaan- (t€fjemahan resmi 1CRO) tetapi




' _' terpasah secara ;elas apabnla d:tm;au dari sudut

onsep51 kemanusiaan secara
'iuangkan di dalam Fancasﬂa dari mulai

: mbemuk negara pada tahtn
1945 iela.h sadar ‘bahwa - hak: asasi manusia
dalam -hubungan - berbangsa®dan’ bernegara
befkembang ‘menurtit ‘wakti, ' tempat” dan
perkembangan kesadaran dan “keinginan
rakyat, sehirigga ‘hak asasi-manusia di dalam
Uup* 1945 hanya ‘memuat- beberapa ‘hak asasi
mantsia, “s¢mentara yang " lainnya’ berada

dalam perundang-tindangan secara tersebar

Penyelenggaraan negara Repuhk Indonesr&
sejalan dengan pelaksanaan lugas negara pada
negara-negara modern antara lain untuk me-
nye!enggarakan dan meimdungl ‘hak-hak asasi
manusia. Hal ini terlihat pada alinea TV Pem:
bukaan* UUD" 1945 “dan ‘dalam’ penegakan
hukurn baik b:dang hukum p:dana adminis-
trasi atau ta"" usaha negara, hukum perdata

» uahms penyelenggaraan mungkm masxh
memerlukan pembenahan mengingat masm
banyak peraturan pemndang-undangan pe-
ninggatan_ Belanda yang belum diganti men;adx
peraturan perundang~undangan yang. dnbuat.
berdasarkan Pancasila dan UUD 1945

d. HakAsa.szManusza a‘z !mgkungan ABRI o

Konseps: kemanusian - dan ‘hak - asasi ma-
nuszi di lingkungan ABRI sama. dengan
konsepsi-yang :dianut secara’‘nasional::Bahwa
hak -asasi tersebut terdapal di dalam Pancasila,

: -'.'Sumpah'--"?rajurit- butic  ke-1-:dan :ke-2
menjelaskan kesetiaan prajurit kepada Negara

: Rl yang ..berdasarkan. Pancasila. yang :me-

ngedepankan kepennngan individu .dalam
hubungan . unsur masyarakat. yang. lebih luas,

dan ketaatan kepada hukum au perafuran
perundang—undangan yang memuat hak asasi
; Edl.lp, hak. -msl:k kebebasan
mengekuarkan endapat dan hnn sebagamya) :

Sapta Marga butir ke-1 dara ke-2: menega& '

'kan kembali kesetiaan kepada Pancasila yang -

merhuat kemanusizan, Sapla Marga butir_ke-3
dan ke-4 merupakan penekanan peiaksanaan
per}mdungan dan penyelenggaraan hak asasi
manusia dengan membela keju;uran kt;_-
benaran dan keadaian '

Dl da!am Delapan Wa;ib ABR] juga ds-
{egaskan kembah bahwa prajurit wajib
menjunjung linggi kehormatan wanita, tidak
sekali-kali merugikan rakyat dan tldak sekal:—
kali menyakiti hati rakyat \

}adt di lmgkungan ABRI bahwa ke—
nmnuszaan dan’ hak asasi bukan lagl hanya
persepsi idealis tetap sudah men;ad: perseps;
prakt;s dalam kehndupan

' Sistem’ Nilai ABRI tersebut di atas sudah
diwu;udkan di dalam pasal 31 (1) UU No. 20
tahun’ 1982 ‘yaitiy keboiehan ABRI dltugaskan
dalam {ugas—tugas perdamasan ‘internasional
pada bidang" Péace “Enforcement ataul tugas
Peace Keeping dalam rangka perdindungan
terhadap kemanusiaan. pasal 23 UU No. 20
tahun 1982 dan pasal 3 UU No: 2 tahun 1988
yang:menekankan -tentang sikap dan’ tékad
prajurit: ABRI..ierhadap -Sapta® Marga - dan
Sumpah : Prajurit . yang - di -dalamnya - tersirat

| penegakan- dan. perlindungan: terhadap “hak
| asasi .manusia: dalam pengabdlan [erhadap

negara...

4' Upaya .Pienerapa.h dan Pérlindungan
.. terhadap HAM dalam FPelaksanaan dan
_ 'OperasiABRI .

UUD 1545 dan Peraturan Perundang undangan :
yang tersebat.: '
Ketentuan-ketentuan -tersebut di -atas malah
sudah ‘menjadi kode etik- prajurit’ dalam “ke- |

hidupannya  termasuk dalam pelaksanaan-
Operasi. SR .

[ unu.nu e

~Tingkah laku anggota dan Saman ABRI
pada dasamya diatur -oleh tiga bsdang pokok
aturan-tingkah laku yaitu:

Fertama, " hukum " atau - ‘peraltran ‘per-
undang-undangan nasional yang ‘memuat
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terumuskan “dalam Sumpah_ Pra]um
Marga Deiapan Wajib. AERI Sumpah Perw:ra
dan Kode Erik ‘Perwira, 11 Azas- Kepem:m—
;Sman ABRI,_ 'Kepemampman cian Komumkas:

Hukum dan et:ka d; sampmg sebaga:
ukuran tingkah laku juga berfungsi sebagai
perli 'dungan dan penyelenggaraan hak “asasi
manusia’ sebagai tugas. dan tanggung;awab
penyelenggaraan negara, .. .

. Penerapan dan perlmdungan terhadap hak
asasn manusia dstaksanakan dalam dua bidang
tugas yaitu tugas. pembmaan dan operasi
dengan tiga bentuk _ keg:atan yaiw . pe-
nyuluhan pembekalan dan penerapan daiam
operasi,..

b Bzdangpemhnaan L
- Berangkat:dari pengalaman pada kasus 12

Nopember 1991:-dan kasus:Liquisa tahun 1994

dan kasus-kasus lainnya; Pimpinan ABRI telah
mengeluarkan kebijaksanaan dan memerintah-
kan‘pelaksanaan ‘penyulthan: dan’ pembekalan
hukum pada umumnya dan hukum humanitet
termasuk hak asasi manusia kepada pra]unt
ABRI, yang melnpuzl

" Pertama, penyuluhan Hukum humanlter
dan hak asasi manusia telah d:suiuhkan

: sen;ata yang legal

Hukum humaniter yang dlsuluhkan. .cen-:

bam pada tmgkat ceramah L
~Hukum humaniter pada tmgka <
Ielah mepjadi kurikulum dengan.. maten____ .ang
memadai untuk - keperluan . pproses -hubungan
staf dan Komando dalam rangka pengambilan
keputusan, dan. selanjutnya. akan. daupayakan
masuk_ke datam kurikulum keglatan geiad:

pos. komando

¢ Bzdang Opemszonal
Pada umumnya. aspek hak asas manus;a

Saman—satuan ABRI y'ang akan dlberangkatkan
ke daerah operasi_atau diberikan pada masa
adaptasn di daerah operasi dalam bentuk
penyuluhan yang bers:fa{ penekanan kembah
dan bersifat praktis yang berkenaan dengan
penentuan sasaran, cara,’ dan penggunaan

ngkah laku pra;unt dl daerah operass
diatur” di” dalam ‘suatu penntah “operasi.

| Mengenai hukum, ke;uangan ‘dan’ Deiapan

Wajib ABRI biasanya dicantumkan pada pasal

| 5 perintah operasi tentang instruksi koordinasi

schingga dalam” pelaksanaannya kepatuhan
prajurit ‘terletak - kepada ke;elasan 131 permrah

| operasi itu sendiri.’

Sejak tahun 1995, penerapan. aspek hukum
dan aspek -HAM: telah - dilaksanakan:-dalam

kepada sebagian ferbesar anggota dan saitian
ABRI. Penyuluhan dilaksanakan oleh-Perwira-

perwira.‘hukum ' yang ‘terdapat di ‘Komando

Utama Kewilayahan, FKomando' Utama " Bala-
hankampus, {mgkat Mabes -ABRI: Angka{an
dan Polri. : o
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proses - pengambitan - keputusan : pada‘hu-
bungan Staf dan Komando di lingkungan ABRI
dengan-produk "Lampiran: Hukum?, Lampiran
"Direktif - Pangdam: Tentang -~ HAM”, ~~dan
lampiran - "Ketentuan Pelibatan  Satuvan .dan
Pengaunaan  Kekerasan” pada  Perintah




'ZWII/'I‘nkora.'-._- 8

o tugasnya

¢ Sub iamp:.mn~3 Memuat aspek—aspek_

hukum mengenai operasi meliputi:. -

(1) Penegasan bahwa Negara RI adalah negara

berdasarkan atas hukum. 0 oo

(2) Hukim “yang ' berlaku “adalah’hukim
nasional yang beraku pada waklu dama: :

(3) Status daerah operas;

*—. Yurisdiksi Hukum Nasnonal Indonesm
- OPM tidak dapat .-menjadi . -subyek
_hukum mternasmnal :
0 sesuai dengan hukum
_'nasmnal___dan dlperlakukan secara, ma-

f:“':-#-""GPK adalah kelompok yang meiaku-
7 kan makar terhadap negaraRI.™
(6) Aspek Hukum dalam rangl-;a pembmaan
: tentonal dan .opetasi teritorial, .

(7} Aspek Hukum dalam operasi tempur
--Sasaranyang legal. -+ o0
- deakan tindakan yang legal. .

(8) A.spek Hukum dalam operasi Intek:

- ;Operas" :sepem 'yang d:lerapkan pada Perintah °
L Op Rajawali*ND, ‘07A" Tahun 1995 “dan
'.__:;penntah; perasi’ No 08" Tahun '1996 Kodam :

3)1.ampxra
| -++:Satyan.Dan; Penggunaan Kekerasan”, yang

(9) Aspek Hukurn operasa pengamanan ‘per-
batasan
~Perjanjian perbamsan RI-PNG.
1-'Hukum—hukum nettal:tas mternas;onal

2) I.amplran {enlang Dxrektlf Pangdam ViIlY
- Trikora tentang"hak asasi. manusia. Berupa
penekanan kembali - uniuk - dipedomari
-.:dalam, peiaksanaan tugas dan peningkatan
if menjadi perintah. .. .- ...
entang . "Ketentuan - Pelzbatan_

+:berisi apa-yang ‘boleh dilakukan ‘dan apa
yang tidak boleh dilakukan prajurit selama
pelaksanaan operasi, sebagai jaminan bagi
Pangdam  terhadap - tercapainya:*‘tugas
.- pokok tanpa. menimbulkan - masalah: bara
~atau. pelanggaran terhadap hukum,  atau
. terjadinya penyimpangan terhadap kebijak-
...Sanaan . Pangab, . dan . untuk - kepastian
.. hukum serta untuk mengbalangkan keragu-
raguan prajurit dalam pelaksanaan tugas:di
.., daerah operasi. .
' Lampican ini sejenis Rules of Engagement
yang_disusun_berdasarkan pertimbangan
lugas, ‘medan, sasaran  yang dihadapi,
~ hukum, hakasasi manusia, taktik dan
: __'4stratega yang d:anut ABRI serta sistem nilai
O INL
_Pokok—pokok isi ketemuan pehbatan

-:Pertama,’ Ketentuan umum. - Meliputi -ke:
tentuan « keboleban - beladiri  terhadap
- ancaman lerhadap jiwa dan badan prajurit,
-_._terhadap satuan dan terhadap pe!aksanaan

.- lugas. :

o Pen;abaran batas—batas dan kebolehan
tindakan. dari tindakan mematikan sampai
dengan tindakan peringatan dengan ukur-

.an pasal 49 KUHP. .
}'Penekanan kembals tenrang kewaj:ban

. para’ komandan dan ‘pembatasan .. ke-

- Wenangan komandan oieh hukum,

Kedua Ke{entuan Khusus Apa. yang boleh
dan vane tidak holeh diiakulean. dalam

—. Penangkapan sesuat dengan peraturan

s perundang-undangan. :
= Penahanan hanya oieh aparat Ke-

 rpolisian. :
i Koordinasi antara aparat Intel dan
aparat Kepolisian. '

pelaksanan tugas  pembinan. dan. operasi
teritorial, dalam menghadapi: GPX, -dalam
operasi tempur, khususnya mengenai per-
incian sasaran yang legal (orang, benda
dan” tempat) termasuk larangan iarangan
untuk  dijadikan” sasaran’ dan’ perlakuan
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:pellbatan ni

,Penegakan.}{ukum i
i Daiam beberapa kasus yang menyangkut

operas: “ABRI yang terjadi ‘adalah ‘pelanggaran
prosedur (aktil dan teknis pelaksanaan ugas)
yang ‘berakibat” terjadmya pelanggaran hukum
dan ter;admya korban korban ‘yang ndak perlu

_6 serendah mungkm petanggaran yang
di hngkungan kesatuan masing-masing
dan," antara lain pada tanggal 15 Desember
1995, Pangab dengan Surat Telegram ‘Nomor:
1067/X/1995" telah  menekankan *kembali
kepada para komandan untuk menyesahkan
anggotanya ‘yang - melakukan pelanggaran
kepada Polisi Militer guna: peny:dlkan sesuai
pros&s-secara-hukum yang berlaku, 00w

“Prajurit - ‘yang * terlibat “‘dalam “Kasus' 12
Nopember :1995; ¢ Liquisa, “Matsinah, N:pah
Ujung Pandang, Ngabang dan Timika: telah
diadili-dan dijatuhi hukuman oleh’ Mahkamah
Militer: dl wnlayah yunsdlks:uya masmg
masing. -

Dalam Kasus Tu‘mka terdapa{ 7 perkara
baru satia perkara (Kasus Hoea) yang sudah
diputus Mahkamah Militer, sedangkan 6 Kasus
lainnya masih berada pada tmgkat penytdakan
oleh POM setempat e

: :pendukung dan. peiaksanaan

pelanggaran. 'pad ..peiaksanaan _ketenwan ﬁ

adalah ‘bagaimana operasionahsas:
| manusia. yang terdapat di dalam

| térsebur datam beberapa kasus tertentu tidak

sesuai dengan yang daharapkan

b Persoalan persoalan yang muncul ' .alam
- pelaksanaan . ... . At
Terdapat beberapa - persoa!an da dalam

penerapan . HAM | di:, lmgkungan ABR] di

aniaranya: . :

Periama, Kesadaran hukum Pemasya—
takatan Undang- undang No 20 1
tentang  ketentuan- ketemuan pokok per~
tahanan ~ keamanan negara ‘dan " doktrin
pertahanan keamanan ‘negard belum meng-
hasitkan” pemahaman masyarakat luas_ temang
ABRI'dan tugas- tugasnya A

Kesadaran ini sangat memungklr__ﬂ_can ke-
keliruan pemlalan Eerhadap penampilan ABRI
dalam kehidupan berbangsa dn bernegara

_Pada sisi ABRl masih, terdap :
yang kurang menyadan bahwa pe!anggaran
terhadap hitkom akan dapa[ merugikan
operasi yang sedang berjalan, meruglkan ABRI
dan negara serta’ merugtkan pembangunara
nasional.:: : :

Kedua Politik Hukum: Pembentukkan Per-
undang-undangan di bidang pertahanan ke-
amanan negara.sebagai. pelaksanaan +JUD

5 ?exseaian‘persoalan yang Dﬂmdapi da-
s:iam P@iaksanaan HAM

a. Umum

_ Secara m{ernasaonal persoaian yang dl—
hadapi adaiah masaiah Ratifikasi; Instrumen

40

1945 dan UU. No.. 20 tzhun-1982" sangat
dibatasi waktu dan-perkembangan politik yang
tidak selaras dengan.perkembangan-keadaan
baik nasional dan internasional sehingga me-

- nempatkan ABRI pada. pOSlSi yang kurang

menguntungkan.




' Ketzga sbelum - a'danya Buku . -Petunjuk

Induk ‘dan:Buku. Petunjuk Lapangan tentang -

. bukum, HAM,dan Hukum Humaniter  serta
_penetapannya pada bsdang_ pembmaan

tiag hukum bag: -pam Komandan
:ra 'Hukum “dalam,. perumusan

e penda niaa Perw:ra ' Hukurn di bldang
operasi baik pada tahap perencanaan maupun
pada tahap pelaksanaan opefasi. ~

Keempat, kuanmas dan kuah{as Perw:ra

Hukum ~belum * selaras” “dengan” kebutuhan 1
pelaksanaan fungsi peradilan militer dan ke-

butuhan pelaksanaan teknis militer di bidang
hukum yang mampu untuk mengakiualisasi-
kan hukum dalam proses pengambilan ke-
putusan di dalam operasi dan penegakanaya.

Kelima, persepsi dan pengertian tentang
HAM dengan materi isinya masih belum baku
antara yang universal dengan yang nasional
sehingga menimbulkan keraguan dalam pelak-
sanaannya dan dapat menjadi polemik tanpa
memecahkan persoalannya.

6. Penutup

a. Kelompok-kelompok tertentu dan negara-
negara maju di Fropa menilai Indonesia
dan ABRI dalam hubungan penyeleng-
garaan dan perlindungan terhadap HAM
menggunakan tolok ukur filsafat liberal
dengan konsepsi kekuasaan yang tidak
relevan dengan filsafat negara yang dianut
Indonesia dalam pembentukan negara dan
perangkat-perangkatnya sehingga mereka
berkesimpulan bahwa kehadiran dan pe-
laksanaan tugas ABRI dianggap sebagai
sesuatu militerisme atau kesewenangan,

b. Hak asasi manusiz di Indonesia me-
lembaga dalam filsafat Pancsila, UUD 1945,

- tingkah laky prajurit yang harus diterapkan
~ melalui kegiatan penyuluhan, pembekalan

melalui - sistern  pendidikan ~ABRI, ~dan
diterapkan dalam’ pelaksanan tigas pem-'
binaan dan tugas operasi, sehingga men-

. jadi aturan tingkah- laku yang hidup dan

nyata  serta - dztegakkan apablla ier;adx
peianggaran -

- Tingkah laku prajurit ABRI diatur oleh um_ -
- bidang atu:an : pokok yastu hukum
' .(Peramran Perunciang undangan) Doktnn_ '

(Jukjap dan juklak serta Teknis pencapalan
tugas) dan Etika _TNI (Sumpah  Prajurit, -
Sapta Marga. dan Delapan - Wajib ABRI
yang dijadikan sebagai bahan pertimbang-

+ an di samping bahan pertimbangan lainnya

dalam proses pengambilan keputusan cara
pencapaian ugas pokok. Keputusan ter-
sebut menjadi aturan tingkah laku prajurit
yang harus dilakukan selama operasi.
Dalam keadaan demikian maka pelak-
sanaan dan perlindungan terhadap HAM di
dalam operasi militer atau operasi ABRI
akan berdangsung dengan baik tanpa
menimbulkan persoalan-persolan baru.

. Penerapan HAM melalui penyuluhan dan

penempatan pada kurikulum pendidikan
ABRI telah dilaksanakan walaupun belum
seragam mengenai materi isi dan intensitas
yang diharapkan. Sedangkan pada bidang
penerapan di daerah operasi telah di-
laksanakan dalam wujud Direkiif tentang
HAM yang dijabarkan di dalam Ketentuan
Pelibatan (Rules of Enggement) dan di-
tempatkan sebagai lampiran pada Perintah
Operasi (Model terlampir).

. Perscalan yang dibadapi dalam pelak-

sasanaan dan penerapan HAM meliputi:

Pertama, kesadaran hukum yang belum
meratd di lingkungan masyarakat, dan
pada sisi lain anggota ABRI masih ada
yang kurang menyadari akibat pelanggaran

rerundang-undangan Rinnya dan juga di
dalam Etik Prajurit ABRI yaitu Sumpah
Prajurit, Sapta Marga dan Delapan Wajib
ABRL

Hak asasi manusia terdapat di dalam
hukum positif nasional sebagai aturan

ek U AR R UET ferhadap operas),
ABRI, Negara, dan terhadap Pembangunan
Nasional.

Kedua, poliik hukum di bidang pem-
bentukan Perundang-undangan khususnya
pada bidang Hankamneg belum selaras de-
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ngan perkembangan keadaan <an ke-
butuhan ABRL .

.Ketzga beium ada Buku Petunjuk yang
i "tentang Hukum HAM. dan Hukum
yang beriaku umuk tugas-tugas
1220 .dan tuga:s‘tugas operasi  se-
] _ ndak ada - -pegangan..para . Ko-
mandan ‘Staf dan Perwwa Hr.;kum di dalarn
':penerapan SR

mpat, kualltas dan kuantatas Perw:ra
belum - sebanding dengan ke-
-bntuhan “di ~bidang " fungsz lingkungan
pemdllan ‘dandi lmgkungan pelaksanaan
hukum sebagai fungsi teknis militer.
Kelima, pembinaan hukum sebaga1 fungsi
komando - belum ber;aian sesuai dengan
yang dxharapkan -

~ di lingkungan ABRI, dan’telah meni

: 'nya “seluruh kasus {elah d:penk'
diputus o!eh Mahkamah Militer,

Mayjen NI Suhadi, 534, adalak Kepaia Badan Pe .
binaan HukumABRI -

f. Pimpinan ABRI, Kepala Staf Angkatan: dan

Kapolri telah berupaya ' untuk menekan
kuantitas “pelanggaran - serendah mungkm

tegas sesuai proses hukum para pelaku-_f
pelaku ‘pelanggaran - yng “terlibat idal
kasus 12 Nopember 1991 Dlh kas

beberapa kasus masih pada
penyidlkan oleh POM setempai
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